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Menimbang

Mengiagat
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TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2O2O

GI'BERITI'R ITUSA TEIY(X}ARA TI}N'R,

: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan,
pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai
Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia
yang terkena masalah hukum, diperlukan Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);

b. bahwa untuk memperlancar kegiatan LKBH sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengurus
LKBH;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pengurus l,embaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik
Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2020:

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I15,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
16491;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Musyawarah Nasional VII Korps Pegawai
Republik Indonesia Nomor : 06/MunasVll/X/2OO9
tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik
lndonesia;4/

Memperhatllan :



fenetapkan

XTSATU

KEDUA

KETIGA
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KELTMA

XEENA.DI

MEMUTUSXAN:

Pengurus kmbaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps
Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran2O2O.

T\rgas Pengurus l,embaga sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah memberikan pelayanan konsultasi
dan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Provinsi NTT.

Susunan Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
bertanggungiawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran2O2O.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2020 sampai dengal tanggal 3l Desember 2020.

t

2020

9^'n' GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ro {cbxr-ar-i

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Tirnur di Kupa.ng (sebagai laporan);
3. Inspektur Dacrah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah hovinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Pengurus masing-masing di TemPat. \

NIP. 19620524 198903 I 014
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SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

NO NAITIA/JABATAN
I(EDUDUKAN

DALII.}I
PEIfGT'RUS

RIITCIAIT TUGAS

l 2 J

1. Gubernur Nusa Tenggara
Timur

Pelindung Melakukan pembinaan secara
umum terkait pelaksanaan
tugas Pengurus Lembaga.z Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Timur
Pelindung

3. Sekretaris Daerah Selaku
Ketua Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik
Indonesia Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Pembina

4. Wakil Ketua II pada Dewan
Pengurus Korpri Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Ketua Memimpin, mengarahkan dan
mempertanggun g-j awabkan
semua kegiatan yang
dilaksanakan berkaitan dengan
kasus yang ditangani.

5. Ketua Bidang Perlindungan
dan Bantuan Hukum pada
Dewan Pengurus Korpri
Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Wakil Ketua Membantu Ketua dalam
melaksanakan tugas-tugas
yang berkaitan dengan kasus
yang ditangani.

6. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Sekretaris Melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan
memberikan dukungan
administrasi kepada pengurus
LKBH.

,7
Kabid Disiplin dan Korpri
pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Wakil
Sekretaris

Membantu Sekretaris dalam
melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas yang
berkaitan dengan
kesekretariatan LKBH KORPRI.

8. Maria A. Corohama, SH,/
Staf pada Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Ketua Bidang
Litigasi /
Tenaga

Pendamping

Membantu pengacara
menalgani dan menyelesaikan
kasus yang dialami oleh
anggota Korps Pegawai
Republik Indonesia.

9. Friedom Y. Radjah, SH/
Advokat/Penasihat Hukum
"FREEDOM RADJAH, SH
and Partner's"

Anggota Sebagai Pengacara yang secara
profesional membantu
menangani kasus yang
menimpa anggota Korps
Pegawai Republik Indonesia.



10. Kepala Sub Bagian Sengketa
dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Provinsi
NTT

Ketua Bidang
Konsultasi

dan Bantuart
Hukum/
Anggota

Memberikan bantuan
konsultasi hukum bagi anggota
Korps Pegawai Republik
Indonesia.

ll. Kepala Sub Bidang Korpri
pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Anggota Memberikan bantuan
konsultasi hukum bagi anggota
Korps Pegawai RePublik
Indonesia.

t2. Kepala Sub Bidang Disiplin
Pegawai pada Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Ketua Bidang
Kajian dan
Sosialisasi
Hukum/
Anggota

Melakukan sosialisasi dalam
rangka meningkatkan
kesadaran hukum anggota
Korps Pegawai Republik
Indonesia.
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